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Abstract:   This stuy examines the construction of thought/istinbath in the decision of the Mahkamah Agung which has the status of jurisprudence related to inheritance law. Jurisprudence is one of the legal products that exist in order to fill the legal vacuum to resolve legal cases whose legal basis is not explained in detail in the legislation. Jurisprudence in inheritance often finds criticism from conservative groups because its findings often contradict Islamic law. This research is a text study with descriptive-analytical method using a contextual approach. The results of this study are the authors assess the legal construction built by the Supreme Court's jurisprudence with the pattern of Transformative Universalism, this can be seen from the decisions of mandatory wills and substitute heirs based on ijtihad Intiqa`i. Meanwhile, in deciding the case, the share of men and women is equal, this is formulated by the modernist group with consider the sociological of indigenous peoples.

Abstrak:  Artikel ini mengkaji konstruksi pemikiran/istinbath yang ada dalam putusan mahkamah agung yang telah berstatus sebagai yurisprudensi berkaitan dengan hukum kewarisan. Yurisprudensi merupakan salah satu produk hukum yang hadir dalam rangka mengisi kekosongan hukum untuk menyelesaikan kasus hukum yang dasar hukumnya tidak dijelaskan secara terperinci dalam perundang-undangan. Yurisprudensi dalam kewarisan sering mendapati kritik dari golongan konservatif disebabkan penemuannya sering bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian teks dengan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan kontekstual. Hasil penelitian ini adalah penulis menilai konstruksi hukum yang dibangun oleh yurisprudensi Mahkamah Agung bercorak Universalisme Transformatif, hal ini terlihat dari putusan wasiat wajibah dan ahli waris pengganti yang berdasar pada ijtihad intiqa`i dan extra doctrinal. Sedangkan dalam memutuskan perkara bagian laki-laki dan perempuan yang disamakan bagianya hal tersebut dirumuskan oleh kelompok modernis dengan pertimbangan sosiologis masyarakat adat.
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A. 
PENDAHULUAN 
Pembagian warisan adalah salah satu problem krusial- klasik yang selalu ada dan menarik untuk diperbincangkan secara akademik. Pasalnya, di Indonesia sendiri dalam menyelesaikan masalah kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang dijadikan rujukan yakni hukum perdata-nasional, hukum Islam dan hukum adat. Penyebab pluralisme sistem hukum waris tersebut satu sisi adalah akibat dari politik hukum kolonial Belanda. Sementara itu, pluralisme tersebut juga tidak terlepas dari faktor sosiologis-kultural dan keyakinan masyarakat Indonesia.
Selain itu, semangat reformasi hukum sejak diagendakan berdampak pada reformasi (baca:perubahan) terhadap materi  hukum Islam sebagai sub sistem hukum nasional yang terus eksis dilaksanakan, termasuk dalam hal hukum kewarisan sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari hukum materil Islam, dengan langkah pembaharuan tersebut, hukum Islam Indonesia memiliki ciri khas yang responsif, adaptif dan dinamis (Amir Mu`allim dan Yusdani, 2001: xii). Setidaknya sampai awal dekade ketiga abad ke-20 hukum waris Islam memiliki imunitas terhadap modernitas sehingga hukum waris Islam masih konsisten terhadap nilai-nilai klasik mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, setelah itu upaya reformasi hukum waris Islam di negara-negara muslim mulai terjadi salah satunya di Indonesia dengan pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui inpres No. 1 Tahun 1991.
Sebelum lahirnya KHI, Yurisprudensi menjadi alat untuk melakukan pembaharuan hukum. Fungsi yurisprudensi menjadi sangat urgen karena hadir dalam rangka mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan kasus hukum yang dasar hukumnya tidak dijelaskan secara terperinci dalam perundang-undangan (Islamiyati dkk, 2020: 2). Termasuk dalam kajian hukum keluarga Islam, yurisprudensi sering hadir untuk menyelesaikan problematika masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang tidak dibicarakan secara normatif oleh hukum Agama maupun hukum Nasional.
Berkaitan dengan reformasi hukum Nasional yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk instrumen hukum. Secara materil, kebijakan reformasi hukum di Indonesia dirumus-arahkan pada konsep keterpaduan dengan menghormati dan mengakui keberadaan hukum Agama dan hukum Adat serta pembaharuan radikal pada hukum warisan belanda (GBHN, 1999). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi hukum Islam yang berhadapan dengan realitas-empiris yang selalu berubah yang berbeda dengan rumusan ulama klasik mengenai pembagian warisan.
Namun demikian, dengan adanya pembaharuan hukum Islam tersebut menyebabkan tanggapan yang berbeda-beda dikalangan ahli hukum Islam. Setidaknya ada dua aliran yang dalam menanggapi pembaharuan hukum waris Islam. Pertama, golongan progresif-interpretatif yang cenderung untuk mengadakan interpretasi baru terhadap hukum kewarisan Islam dengan pendekatan kontekstual . Kedua,  golongan konservatif yang secara konsisten bertahan pada tipikal pembagian warisan klasik dengan pendekatan tekstual (Firdau, 2015: 112). 
Secara historis, embrio pembaharuan hukum Islam dilacak pada kasus Muadz bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah saw untuk menjadi hakim di Yaman. Sebelum diutus, sahabat Rasulullah tersebut diuji kemampuannya dalam mengambil sebuah keputusan, singkatnya Muadz bin Jabal lulus test karena akan memutuskan dengan mengambil dari al-Quran, Hadis dan Ijtihaddengan ra`yu jika tidak menemukan solusinya di dalam al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Sehingga jika berhadapan pada realitas sosial yang berbeda dengan lahirnya al-Quran dan sunnah maka pembaharuan merupakan keniscayaan. Pembaharuan melalui yuriprudensi sering mendapati kritik dari golongan konservatif disebabkan penemuannya sering bertentangan dengan hukum Islam, dengan tujuan penetapan tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum serta kemashlahatan (Islamiyati dkk, 2020: 12). Olehnya, tulisan ini berupaya menganalisis kerangka pemikiran yang digunakan dalam pembaharuan waris Islam melalui yurisprudensi.
METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif, dengan sumber data dari putusan-putusan mahkamah agung yang telah menjadi yurisprudensi di bidang kewarisan dengan menggunakan tiga indikator yakni: ahli waris pengganti, persamaan porsi warisan, dan wasiat wajibah. Analisis dilakukan dengan analisis deskriptif yakni menghubungkan setiap data yang diperoleh dengan menggunakan teori Miles dan Huberman, meliputi tiga kegiatan. Pertama, reduksi data dengan memberikan pandangan yang lebih tajam terhadap hasil suatu penelitian, yang dilakukan selama penelitian dari awal hingga akhir penelitian. Kedua, menyajikan data yang telah dikumpulkan. Dan Ketiga, konklusi yakni menarik kesimpulan sebagai informasi lengkap yang dapat diverifikasi.
PEMBAHASAN 
Kedudukan hukum yurisprudensi memperkuat peran praktisi hukum khususnya hakim dalam membantu pencari keadilan sekaligus sebagai jalan untuk pembaharuan hukum. Kekosongan hukum berakibat pada vacumnya keadilan sehingga hal ini harus diisi dengan interpretasi dalam merespon problematika masyarakat yang tidak ditemukan solusinya dalam hukum tertulis, atau setidaknya ada hukum tertulis yang berbicara tentang suatu masalah tapi tidak cukup relevan untuk memberikan nilai keadilan. Ketetapan yurisprudensi dalam penegakan hukum tersebut tertuang dalam Pasal 28 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.
Kewarisan dalam Yurisprudensi: Sebuah Pembaharuan
Terdapat tiga yurisprudensi dalam hal kewarisan yang menjadi studi kasus dalam tulisan ini, ketiganya menabrak status kemapanan dalam pandangan jumhur fikih klasik. Ketiga yuriprudensi tersebut, adalah:    
1. Plaatsvervulling
Pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti telah diterapkan setidaknya sejak tahun 2001 dan terus diikuti oleh putusan-putusan berikutnya. Sehingga sikap tersebut  telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung. Yurisprudensi dari kasus status kewarisan dari ahli waris pengganti ini sedikitnya memiliki tiga masalah yang masih perlu dikaji. Bahwa dalam pasal 185 KHI yang mengakomodir ahli waris pengganti tersebut memiliki makna ganda, kata “dapat” dalam pasal tersebut bersifat tentatif oleh sebagian penafsir kontemporer yang mengartikan bahwa frasa tersebut bisa digantikaan dan bisa tidak digantikan (Dja`far Abdul Muchit, t.t. 19-23). Kedua, posisi fiolosifs-yuridis ahli waris pengganti tidak ditemukan dalam al-quran, hadis dan fikih klasik mayoritas. Selain itu, posisi KHI yang tidak memiliki kekuatan hukum yang imperatif (Majalah Peradilan Agama, 2016: 22). Meskipun bersifat imperatif dan mempunyai frasa tentatif, tetapi masih banyak hakim yang menerapkan ahli waris pengganti ini sebagai solusi bahkan telah menjadi yuriprudensi. 
Sumber putusan yang menjadi yurisprudensi mengenai ahli waris pengganti adalah putusan kasasi nomor: 68 K/Ag/2001, dari putusan ini ada beberapa putusan yang mengikutinya yakni putusan kasasi nomor: 59 K/Ag/2005, 152 K/Ag/2006, 242 K/Ag/2006. Yurisprudensi ini membentuk suatu kaidah dalam kasus ahli waris pengganti bahwa: “Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti”(Direktori Putusan MA RI: 2/Yur/Ag/2018).
2. Persamaan Porsi
Penerapan porsi yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam menerima harta warisan nampak dalam putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi Nomor 3/Yur/Pdt/2018. Yurisprudensi ini berasal dari putusan 179 K/Sip/1961 yang selanjutnya diikuti oleh beberapa putusan, terakhir putusan yang serupa muncul ditahun 2017 Yurisprudensi ini membentuk suatu kaidah dalam kasus ahli waris pengganti bahwa: “Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki” (Direktori Putusan MA RI: 3/Yur/Ag/2018).
Konsistensi Mahkamah Agung sejak tahun 1961 terkait hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung. Kedudukan wanita dalam persfektif gender menjadi isu utama dalam mendukung porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam menerima harta warisan. Perbandingan 2:1 bagi laki-laki mendapatkan dua porsi dalam fikih mawaris klasik dipertanyakan relevansinya dalam era kontemporer. 
Selain itu, beberapa yurisprudensi mengenai kedudukan perempuan dalam kewarisan menjadi berkembang bukan hanya berkaitan dengan porsi tetapi pada fungsi perempuan untuk menjadi ashobah dan menjadi penghalang. Misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 327K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang telah mendudukan anak perempuan seperti halnya anak laki-laki dalam hal menghijab saudara. Kedudukan wanita ini dikembangkan dari makna walad dalam QS an-Nisa: 176 yang berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga penafsiran ini berimplikasi pada kedudukan perempuan untuk berfungsi sebagai ashobah jika tidak anak laki-laki dan menjadi penghalang bagi saudara-saudara dari pewaris baik laki-laki maupun perempuan. 
3. Wasiat Wajibah
[bookmark: _Toc528240527]Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga setidaknya tahun 2016, yaitu kepada anak dan istri yang tidakberagama Islam. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018. Pelembagaan konsep wasiat wajibah salah satu konsentrasi praktisi hukum dalam mendistribusikan keadilan bagi ahli waris yang terhalang secara mutlaq dalam nash seperti ahli waris yang berbeda agama (baik istri maupun anak), anak tiri dan anak angkat. Asal putusan yang membentuk yurisprudensi ini 368 K/Ag/1999, kemudian diikuti oleh banyak putusan lainya yang menemui kasus yang sama seperti putusan perkara 218 K/Ag/2016. Kaidah hukum yang terbentuk dalam putusan yuriprudensi ini yakni : “Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama islam” (Direktori Putusan MA RI: 3/Yur/Ag/2018).
Pelembagaan wasiat wajibah terhadap anak angkat ini dianggap yang paling radikal dalam pembaharuan hukum waris Islam, sebab kedudukan anak angkat sebagai ahli waris atau mendapatkan bagian dari harta peninggalan si mayit merupakan tradisi dalam pembagian waris arab jahiliyah. Islam datang menghapus pengangkatan anak yang menimbulkan hubungan nasab dan kewarisan.
Corak Konstruksi Pembaharuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Pola pemikiran Islam yang berkembang saat ini telah memasuki fase yang kompleks, perpaduan nilai dan cara pandang dari berbagai tradisi keilmuan telah mengglobal. Perebutan pemikiran hukum Islam antara garis konservatif dan liberal tidak dapat dihindarkan, hingga terjadi situasi di antara keduanya yang mencoba menggabungkan metode reformasi yang menamakan dirinya pemikir hukum Islam moderat. Hukum waris merupakan salah satu objek keilmuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembaharuan pemikiran. Salah satu bentuk reformasi di Indonesia adalah melalui putusan pengadilan yang diberi status yurisprudensi.
Pemikir hukum Islam mengklasifikasikan metode untuk penetapan hukum menjadi dua yakni metode konvensional dan metode kontemporer, yang disebutkan pertama berarti metode yang digunakan ulama-ulama pada masa klasik dan pertengahan yang populer disebut sebagai ushul fiqh. Sedangkan metode kontemporer yakni merujuk pada perumusan hukum dalam bentuk kodifikasi, undang-undang, kompilasi, dekrit pemimpin atau raja, putusan hakim atau yurisprudensi (Khairuddin Nasution, 2007: 329).
Secara umum, bentuk pembaharuan menurut Tahir Mahmood ada empat, yakni: takhayyur adalah mengambil salah satu pendapat dari ulama fiqh, dua talfiq yakni memadukan dua atau lebih pendapat dari ulama fiqh, ketiga siyasah yakni negara mengambil pendapat dengan pendekatan syariah dan keempat reinterpretasi yakni menafsirkan ulang makna nash dalam satu persoalan sesuai dengan perkembangan zaman (Tahir Mahmood, 1972: 12). Sedangkan menurut husein mahmud, metode pembaharuan hukum dilakukan dengan dua cara yakni seleksi dengan memilih produk fiqh konvensional dari mazhab-mazhab dan kedua adalah eksplorasi yakni dengan reinterpretasi nash dan teks-teks fiqh (Husein Muhammad, 2016: 156). Meskipun menggunakan bahasa yang berbeda namun metode takhayyur memiliki kesamaan dengan seleksi dan eskplorasi memiliki kesamaan dengan metode reinterpretasi.
Selain pada aspek metode ijtihad tersebut, hal yang paling penting diperhatikan dalam pembaharuan hukum adalah aspek maslahat yang dirumuskan oleh Imam Syatibi dalam kerangka maqasyid syariah (tujuan terbentuknya syariah). Maqasyid syariah adalah nilai atau sasaran yang terkandung dalam hukum-hukum Allah swt (Wahbah Zuhaily, 2005: 307), untuk mengukur tujuan pembaharuan hukum yang ingin dicapai telah sesuai dengan tujuan syariah, tolak ukur yang digunakan bersifat tetap, jelas, terukur dan umum (Wahbah Zuhaily, 2005: 319). Konsensus ulama dalam menentukan tujuan pembaharuan hukum agar tidak bertentangan dengan syariah adalah ketentuan baru tersebut dapat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang populer dikenal dengan Ushul al-Khams (Wahbah Zuhaily, 2005: 305). Maslahat dapat diwujudkan dengan dua cara yakni dengan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan oleh manusia dan menghilangkan kerugian atau mencegah keburukan (Sidiq, 2009: 121).
Misalnya dalam kasus ahli waris pengganti, lahirnya ketentuan pasal 185 KHI tersebut disinyalir merupakan pemikiran hazairin yang menafsirkan kata  mawali sebagai ahli waris pengganti ketika melihat ada kasus, terdapat ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris dan mempunyai anak, dimana menurut fikih klasik (jumhur) anak tersebut terhalang karena masih ada saudara dari yang meninggal dunia tersebut. Habiburrahman menjelaskan bahwa konstruksi berpikir hazairin tersebut berasal dari hukum adat yang belum di receptie ke dalam hukum Islam (Muhammad Cholil, 2021: 51). Sehingga menyelesaikan kasus ahli waris yang meninggal terlebih dahulu menggunakan pasal 185 KHI dinilai tidak cocok baik secara tafsir dan fikih  maupun melihat kemaslahatanya, terlebih jika hakim mengabaikan faktor takharuj atau kesepakatan para ahli waris (Fatahulla dkk, 2018: 124).
Ahli waris pengganti dalam literatur fikih klasik mirip dengan istilah munasakhah yakni pembatalan penggantian, perpindahan atau yang dikenal dengan ahli waris bertingkat menurut Mahkamah Agung, penyelesaianya dilakukan dengan cara berjenjang dengan menetapkan ahli waris pertama, kemudian menetapkan ahli waris berikutnya. Munasakhah dilakukan disebabkan karena ahli waris pertama meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sehingga hak warisan diberikan kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan ahli waris bertingkat diselesaikan dengan cara pasal 185 KHI dengan memberikan secara langsung kepada ahli waris pengganti dengan syarat tidak melebihi bagian ahli waris utama. Selain itu, terdapat pendekatan lain yang dilakukan hakim untuk menyelesaikan kasus ahli waris bertingkat yang ada dalam putusan Nomor 20/K/Ag/2014 yang menjadikan asas ijbari sebagai alasan untuk tidak dilakukan pembagian warisan secara bertingkat. Sehingga ahli waris pengganti diselesaikan dengan tiga cara yakni dengan memberikan warisan kepada penggantinya melalui munasakhah dan penerapan pasal 185 KHI dan tidak memberikan dengan melarang pembagian warisan secara bertingkat.
Terlihat perbedaan cara dalam fikih klasik dan yurisprudensi untuk menyelesaikan kasus ahli waris yang meninggal lebih dahulu dibanding pewaris. Munasakhah diselesaikan dengan membagi terlebih dahulu kepada yang meninggal dunia, selanjutnya baru akan membagi kepada ahli waris (anak) yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tersebut. Sedangkan ahli waris pengganti dilakukan dengan langsung menggambil posisi yang meninggal terlebih dahulu sebagai ahli waris. Ketidakbolehan ahli waris pengganti dalam fikih disebabkan adanya ketentuan mengenai keberadaan anak menjadi penghalang (mahjub) bagi cucu untuk menjadi ahli waris. Ahli waris pengganti dalam pasal 185 KHI tersebut yang oleh hazairin disebut dengan mawali tersebut menurut habiburrahman  bermasalah secara tafsir dan fikih sebab menurut jumhur tafsir dan fikih yang dimaksud mawali tersebut adalah konsep ashobah bukan ahli waris pengganti. Selain itu, pemberian warisan kepada ahli waris pengganti ini tidak memiliki pijakan teori maslahah yang kuat (Muhammad Cholil, 2021: 49 & 55).
Kemaslahatan ahli waris pengganti pada pasal 185 KHI dianggap bertentangan dengan konsep maslahat karena ketentuan dalam KHI ini dari hasil RAKERNAS Tahun 2010 Komisi II bidang Usaha Lingkungan Peradilan Agama pada butir 5 bahwa “Ahli waris pengganti sebagai mana tersebut dalam pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajad cucu”. Hal ini menunjukkan bahwa kemaslahatannya bersifat khusus tidak umum. Kedua, ahli waris pengganti membuat ketentuan hijab dan maḥjub tidak berlaku, meskipun tidak mutlak yakni seorang cucu baik ia dari pancar laki-laki atau dari pancar perempuan tidak terhijab ḥirman jika ada anak laki-laki, sehingga dengan ketentuan ini ahli waris pengganti berbeda dengan ketentuan ulama terdahulu (Muhammad Cholil, 2021: 55-56). Lebih lanjut Habiburrahman mengatakan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan maqasḥid syari’ah untuk tujuan memelihara agama, menurutnya jika pemberian harta kepada ahli waris pengganti karena menginginkan kemaslahatan bagi sang cucu yang tidak memperoleh harta warisan disebabkan orang tua sang cucu lebih dahulu meninggal dari pewaris terlebih lagi jika sang cucu tadi tergolong orang miskin, seharusnya tidak harus menunggu kakeknya meninggal baru dia diberi harta, namun bisa diberikan harta melalui jalur hibah (Habiburrahman, 2011: 265). 
Yurisprudensi kedua dalam topik ini adalah tentang kesamaan porsi antara laki-laki dan perempuan. Muncul berbagai pendapat dari reformis muslim untuk mengubah perbandingan bagian dari 2:1 menjadi 1:1, termasuk yang telah menjadi yurisprudensi. Ada perbedaan antara konstruksi yang mendasari perubahan tersebut. Bagi reformis muslim, yang mencoba menginterpretasikan penggalan ayat 11 dari surah an-Nisa tidak hanya pada aspek tekstualitasnya saja tetapi juga memperhatikan aspek historis-sosiologis, hukum kewarisan merupakan responsosial masyarakat pada zaman dahulu dimana perempuan hanya berkecimpung pada ruang domestik saja, namun saat ini kondisi tersebut jarang terjadi, sebaliknya banyak perempuan yang sama seperti laki-laki bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, sangat mungkin apabila terjadi perubahan hukum (Supriyadi, 2016: 75-77). Era industrial saat ini bisa saja perempuan berada pada posisi yang dominan dan laki-laki pada posisi determinan, sehingga perlu diperhatikan akses ekonomi untuk menentukan bagian warisan seorang istri ataupun seorang suami, sehingga nash harusnya dibaca lebih kontekstual sebagai batasan minimal dan maksimal yang tidak bisa dilampaui (M. Firdaus, 2015: 128-129). Sedangkan untuk yurisprudensi, pertimbangan diambil dari hukum adat. Beberapa adat di Indonesia seperti pada masyarakat bilateral, bagian untuk laki-laki sama dengan bagian untuk perempuan, seperti di Jawa, selain itu melalui Putusan Nomor 415 K/SIP/1970 mahkamah agung berpendapat Hukum Adat di daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki (Direktori Putusan MA, 2018). 
Persamaan porsi ini dinilai mendekonstruksi syariah, melalui teori batas (nazariyah al-huduud). M. Shahrur menilai hukum Islam hendaklah dibaca dalam kurva batasan, dimana 1:2 pada perempuan terhadap laki-laki adalah sebuah batasan, yaitu batas minimal untuk perempuan dan batas maksimal untuk laki-laki, ada batas minimal dan maksimal yang harus dijelaskan agar kesenjangan angka tidak terlalu besar serta timpang pada bagian perempuan dan laki-laki (Muhammad Syahrun, 2000: 459). Perubahan menggunakan metode ushul fiqh harus  dirombak dengan melakukan interpretasi sesuai dengan realitas sosial masyarakat, melalui teori double-movement fazlur rahman mengatakan bahwa untuk memahami Al-Qur-an kita harus kembali memahami konteks sejarah Al-Qur-an ketika itu. Setelah itu kita memformulasikan prinsip umum dari ayat tersebut, yang pada prinsipnya merupakan obyektif utama dari ayat tersebut, setelah proses itu selasai, kita kemudian kembali ke zaman kini untuk diaplikasikan dalam kasus-kasus yang terjadi sekarang (Fazlur Rahman, 1984: 19).  Konstruksi pembaruan yang bibawa oleh pemikir kontemporer tersebut dinilai menggunakan epistemologi dari peradaban barat yang lepas dari epistemologi hukum Islam sehingga cenderung merusak (deconstruct) dari pada membangun, karena berarti menjadikan teks Al-Qur-an dan As-Sunnah ditundukkan pada kehendak waktu dan tempat serta pada akal dan kepentingan sesaat. Menjadikan Realitas sosial menjadi standar kebenaran (Abd. Salam, t.th: 10-12).
Paradigma nash dalam menentukan bagian laki-laki dan perempuan memanglah tidak lepas dari kondisi masyarakat arab yang erat dengan sistem patriarki dan dianggap bias terhadap keadilan gender. Namun menurut Al-Sabuni bahwa setidaknya ada lima argumen yang menguatkan posisi laki-laki dibanding perempuan dalam menerima bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan. Pertama, nafkah perempuan sudah ada yang menanggung. Kedua, perempuan tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah, sebaliknya kewajiban nafkah ada pada laki-laki. Ketiga, kebutuhan laki-laki banyak karena dia tidak hanya menanggung dirinya tetapi juga perempuan (ibunya, anaknya, istrinya dan saudara perempuanya). Keempat, laki-laki menanggung memberikan mahar dan kebutuhan primer istri dan anaknya. Kelima, kebutuhan vital dalam rumah tangga seperti rumah, sekolah dan pengobatan merupakan tanggungjawab laki-laki (Al-Shabuni, 1995: 65-78). Rofiq menyampaikan bahwa, meskipun terjadi perubahan sosial seperti perempuan dominan dalam hal pendapatan, tetapi ada beberapa ketentuan kewajiban yang tidak berubah seperti kewajiban memberikan nafkah ada pada laki-laki dan pemberian mahar masih menjadi kewajiban laki-laki (Ahmad Rofiq, 2000: 374).
Pemberian wasiat wajibah diberikan secara terbatas dalam KHI yakni pada pasal 209 hanya pada anak dan orang tua angkat. Melalui yurisprudensi juga bisa diberikan kepada anak tiri dan ahli waris non muslim. Sebagian pendapat mengatakan bahwa wasiat wajibah ini dilakukan dalam rangka memelihara harta dan menjaga keharmonisan khususnya kepada keluarga dekat yang beda agama atau anak tiri yang memelihara pewaris sampai meninggal dunia sehingga melalui wasiat wajibah seperti ini dinilai tidak hanya terdistribusi kepada orang tertentu saja, bahkan sebagian ulama dari kalangan Syafi’iyyah, Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan wasiat kepada orang yang tidak beragama Islam (Al-Zuhaily, 1985: 33), pemberian wasiat wajibah kepada keluarga yang berbeda agama didukung oleh sebagian kecil ulama, seperti ibn hazm yang menafsirkan tentang ayat wasiat lebih jaug  bahwa wasiat adalah wajib bagi pihak-pihak yang tidak memperoleh hak waris seperti karena perbedaan agama  (Ibn Hazm, 1932: 314). Jika kita melihat pendapat jumhur, kedudukan wasiat bagi ahli waris beda agama adalah sunnah bukan wajib. Alasan lain yang tidak mendukung distribusi harta warisan beda agama adanya ketentuan nash qathi` yang melarang pembagian warisan kepada ahli waris beda agama, sehingga apabila pewaris tidak berwasiat sebelum meninggal, maka wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim tidak perlu dilakukan, demikian pendapat jumhur ulama (Zakiul Fuady Muhammad Daud, 2018: 22).
[bookmark: _GoBack]Perubahan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung menurut istilah dari Tahir Mahmud adalah termasuk intra doctrinal, yakni memilih pendapat yang relevan dengan kondisi hukum sekarang (Mudzhar, 2003:2-3). Sedangkan untuk wasiat wajibah bagi anak tiri ini merupakan kompromi antara hukum Islam dan kearifan lokal yang terjadi di Indonesia, dengan kata lain model penerapan hukumnya berbentuk extra doctrinal yakni kompromi perjumpaan nash yang dibaca ulang dengan tradisi hukum masyarakat (Majalah Peradilan Agama, 2016: 25).
Untuk melakukan pembaharuan, seseorang harus melihat indikator maslahat dalam suatu masalah dengan memperbandingkan aspek kemudharatanya, bersifat umum dan tidak bertentangan dengan nash. Maka ketentuan bagian laki-laki dan perempuan sama (1:1) adalah invalid serta kasus lain yang seakan bertentangan dengan nash. Meskipun invalid, dalam metode ijtihad perlu diperhatikan juga keseimbangan antara maslahat yang dituju nash dengan maslahat sosiologis yang harus mendukung satu dengan yang lainya (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1963: 154), selain itu kondisi darurat seseorang memungkinkan untuk menerapkan hukum yang berbeda dengan nash (Abdul Ghofur Anshori, 2018: 80). Sedangkan untuk menyikapi eksistensi hukum adat yang bertentangan nash, sepanjang hukum adat tersebut tidak mengandung kemudharatan dan relevan terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum, dimana dalam ketentuan kewarisan adat itu lebih condong kepada kemaslahatan dalam kehidupan masyarakatnya (Ahmad Azhar Basyir, 1983: 17-18). Sehingga dalam kasus yurisprudensi di atas perlu dijadikan pelajaran untuk memformulasi bentuk ijtihad dalam konteks Indonesia. setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan yakni: 1. Memperhatikan ketentuan yang sifatnya qath`i dalam hukum kewarisan; 2. Meluaskan formulasi di luar nash qath`i dengan memperhatikan aspek metodologi seperti memperhatikan nilai adat, substansi kemaslahatan dan darurat (Abdul Ghofur Anshori, 2018: 83).
Menurut Sukris Sarmadi ada 5 golongan konstruksi dalam melihat teks ayat waris: 1. Skriptualisme konservatif yakni hukum dilihat secara tekstual tanpa mempertimbangkan efektivitas hukum dalam kehidupan; 2. Skriptualisme Moderat yakni memahami nash secara tekstual tanpa mengabaikan adanya interpretasi yang luas untuk istinbath; 3. Essensialisme Rasional yakni pemahaman esoteris nash agama dengan justifikasi rasional, situasi politik, sosiokultural, ekonomi mendasari penafsiran nash dalam kelompok ini; 4. Rasionalisme Liberal yakni nash dipahami secara umum dimana kemunculan hukum baru merupakan kebebasan rasio yang bertanggun jawab; 5. Universalisme Transformatif yakni perpaduan antara kelompok yang tradisional dengan modernis, menurut kelompok ini bahwa masing-masing kelompok dengan corak pemikiranya mempunyai keistimewaan, sehingga formulasi yang digunakan sering berubah dan bersifat kasuistik (Sukris Sarmadi, 1997: 9-12). 
Melihat konstruksi hukum yang dibangun oleh yurisprudensi dalam kasus diatas, penulis menilai Mahkamah Agung menerapkan Universalisme Transformatif dalam memutuskan perkara, hal ini terlihat dari putusan wasiat wajibah beda agama dan ahli waris pengganti yang berdasar pada ijtihad intiqa`i atau metode takhayyur. Sedangkan khusus wasiat wajibah untuk anak tiri yang menggunakan metode extra doktrinal. Sedangkan dalam memutuskan perkara bagian laki-laki dan perempuan yang disamakan bagianya hal tersebut dirumuskan oleh kelompok modernis dengan pertimbangan sosiologis masyarakat adat. 
KESIMPULAN
Kehadiran yurisprudensi dalam tata hukum Indonesia membantu untuk mendistribusikan keadilan yang tidak ditemukan legalitasnya dalam Undang-Undang khususnya dalam hal kewarisan. Beberapa yurisprudensi mahkamah agung dalam kasus kewarisan Islam dianggap menerobos ketentuan nash seperti penerapan ahli waris pengganti, wasiat wajibah bagi keluarga beda agama dan bagian laki-laki dan perempuan yang dipersamakan. 
Konstruksi hukum yang dibangun oleh yurisprudensi dalam kasus diatas, penulis menilai Mahkamah Agung menerapkan Universalisme Transformatif dalam memutuskan perkara, hal ini terlihat dari putusan wasiat wajibah dan ahli waris pengganti yang berdasar pada ijtihad intiqa`i atau takhayyur dan extra doktrinal. Sedangkan dalam memutuskan perkara bagian laki-laki dan perempuan yang disamakan bagianya hal tersebut dirumuskan oleh kelompok modernis dengan pertimbangan hukum adat didalamya. Setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pembaharuan hukum yakni: 1. Memperhatikan ketentuan yang sifatnya qath`i dalam hukum kewarisan; 2. Meluaskan formulasi di luar nash qath`i dengan memperhatikan aspek metodologi seperti memperhatikan nilai-nilai adat, substansi kemaslahatan dan darurat secara bersamaan.
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